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BUPATI BATANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI BATANG 
NOMOR 29 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 

 
BUPATI BATANG, 

 
Menimbang : a. bahwa penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara 

negara mendukung terciptanya penyelenggaraan negara 
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

  b. bahwa deteksi tindak pidana korupsi salah satunya adalah 
melalui transparansi harta dan kekayaan aparatur sipil 

negara, yang dalam implementasinya, penyelenggara negara 
dan wajib lapor tidak seluruhnya patuh melaporkan laporan 
harta kekayaan penyelenggara negara; 

  c. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemberantasan Korupsi 
Republik Indonesia Nomor B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 
terdapat perluasan wajib lapor, maka Peraturan Bupati 
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Batang perlu diubah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Batang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2757);  

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851);   
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150);   

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

8. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Laporan 
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten 
Batang Tahun 2021 Nomor 70); 

 
MEMUTUSKAN:  

  
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG. 

  
Pasal I 

 
Ketentuan ayat (2) Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 70) 
ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf o dan huruf p sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
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Pasal 4 
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.  
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a.   Bupati;  
b. Wakil Bupati;   

c. Pejabat Eselon II;  
d. Pejabat Eselon III atau yang disetarakan;  
e. Pejabat Eselon IV atau yang disetarakan;  
f. Pejabat Pembuat Komitmen;  
g. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan untuk Anggaran di atas 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);   
h. Pejabat Fungsional Auditor;   
i. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di 

Daerah;   
j. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);   
k. Pimpinan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah;  
l. Pejabat Fungsional Lainnya;   
m. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; 
n. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; 
o. Ajudan Bupati; dan 
p. Ajudan Wakil Bupati. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.  
 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal 6 September 2024 
 
Pj. BUPATI BATANG, 
 
  ttd 
 

LANI DWI REJEKI 
 
Diundangkan di Batang 
pada tanggal 6 September 2024 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 
 

 ttd 
 

ARI YUDIANTO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 29 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19710331 199003 1 001


		2025-01-02T15:13:09+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




